BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan

Dahulu reklamasi ini berhubungan dengan perbuatan menimbun
sebidang tanah/daratan menjadi produktif namun saat ini penggunaan istilah
reklamasi berkaitan dengan memperluas wilayah daratan dan melakukan
pemulihan terhadap tanah yang mengalami degradasi. Dengan teknologi yang
berkembang dengan pesat, sekarang manusia dapat melakukan reklamasi di
tengah laut seperti membangun sebuah pulau buatan yang nantinya akan
digunakan untuk keperluan manusia. Hanya saja dengan memperluas wilayah
daratan ini berarti ada wilayah laut yang akan hilang, hal ini dapat
menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem lingkungan laut di sekitar
reklamasi. Oleh karena itu sejak berlakunya UNCLOS 1982, terdapat salah
satu pasalnya yang menegaskan bahwa apabila ada aktivitas tertentu yang
dilakukan di laut yang memiliki dugaan yang kuat akan adanya pencemaran
atau kerusakan yang signifikan terhadap lingkungan laut maka harus terlebih
dahulu dibuatkan laporan environmental impact assessment, kemudian
laporan tersebut harus diberikan kepada organisasi yang berkompeten,
selanjutnya organisasi internasional yang berkompeten ini akan
mempublikasikan laporan tersebut untuk selanjutnya dapat diakses oleh
semua negara dan untuk melakukan penilaian. Environmental impact
assessment ini berfungsi untuk memprediksi perkiraan dampak pencemaran
atau kerusakan yang signifikan terhadap lingkungan laut. Ada dua prinsip
yang dapat ditemukan dalam environmental impact assessment yaitu harm
principle dan precautionary principle, kedua prinsip ini dimaksudkan untuk
melakukan perlindungan terhadap lingkungan.

Laut Tiongkok Selatan merupakan salah satu laut di dunia yang bernilai
strategis, baik dari segi politik maupun ekonomis. Laut ini sangat ramai
dilayari oleh kapal-kapal dari pelbagai bangsa dan negara di dunia dan juga
mengandung sumber daya alam yang sangat besar dan potensial untuk

dieksploitasi. Negara-negara yang secara geografi berhadapan dengan Laut
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Tiongkok Selatan sudah menetapkan laut teritorial, zona ekonomi eksklusif
dan landas kontinen mereka sesuai dengan UNCLOS 1982. Dalam hubungan
dengan penetapan batas luar landas kontinen khususnya mengenai
perpanjangan landas kontinen ada dua negara yang mengajukan kepada
CLCS untuk mendapatkan pengesahan. Seperti yang dilakukan oleh Vietnam
dan Malaysia yang membuat pengajuan bersama kepada CLCS mengenai
klaim perpanjangan batas landas kedua negara. Mendengar hal tersebut
Tiongkok mengirim dua nota verbal sebagai tanggapan pengajuan bersama
tersebut. Nota verbal tersebut merupakan pernyataan bahwa Tiongkok
memiliki kedaulatan atas pulau-pulau yang berada di Laut Tiongkok Selatan
dan perairan di sekitarnya. Klaim atas Tiongkok ini bertumpang tindih
dengan zona maritim Filipina. Oleh karena itu pada tanggal 23 Januari 2013,
Filipina mengajukan sengketa arbitrase melalui Arbitrase Internasional
Permanen. Salah satu permasalahan utama yang hendak diselesaikan oleh
Filipina yaitu mengenai reklamasi yang dilakukan di sejumlah terumbu di
Kepulauan Spratly. Selama sengketa arbitrase ini berjalan, Tiongkok
mengatakan bahwa mereka telah membuat environmental impact assessment,
yang hanyalah berupa pernyataan yang disampaikan oleh pejabat Tiongkok
secara berulang-ulang. Arbitrase Internasional Permanen sebagai pihak yang
sedang menyelesaikan sengketa, memerintahkan Tiongkok untuk
memberikan salinan environmental impact assessment namun Tiongkok
tidak melakukannya. Selain itu juga Tiongkok tidak pernah memberikan
laporannya kepada organisasi internasional yang berkompeten seperti yang
diatur dalam Pasal 205. Dengan demikian Tiongkok belum memenuhi Pasal
205 dan Pasal 206 UNCLOS 1982.

Reklamasi yang dibangun oleh Tiongkok di sejumlah terumbu di Laut
Tiongkok Selatan ini tidak sesuai dengan hukum laut internasional dan juga
tidak memperhatikan beberapa prinsip dalam hukum lingkungan. Dengan
tidak dibuatnya environmental impact assessment berarti Tiongkok tidak
dapat memperkirakan kerusakan yang akan timbul yang dapat berdampak

terhadap lingkungan laut dan juga telah terbukti bahwa lingkungan laut di
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sekitar reklamasi telah mengalami kerusakan seperti pencemaran,

pencemaran yang dimaksud ini timbul akibat aktivitas reklamasi.

Reklamasi ini telah mengakibatkan hancurnya dasar laut dan pencemaran
terhadap habitat yang terdapat pada karang di bawah pasir yang secara tidak
langsung, akan berdampak terhadap makhluk hidup seperti terumbu karang
dan rumput laut dengan adanya sedimentasi, adanya air yang keruh dan
penambahan nutrisi, adanya dampak terhadap makhluk hidup seperti ikan,
terlepasnya bahan kimia dan nutrisi dan gangguan suara, dan juga dapat
mengancam spesies yang terancam punah atau yang endemis dari Laut
Tiongkok Selatan dengan hilangnya habitat mereka. Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa Tiongkok telah gagal melakukan kewajibannya
melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut yang ditegaskan
dalam Pasal 192 UNCLOS 1982. Tindakan Tiongkok tersebut telah
mengakibatkan pencemaran seperti ditegaskan dalam Pasal 194 ayat (1) dan
Pasal 194 ayat (5) UNCLOS 1982. Walaupun memang saat ini belum ada
organisasi internasional yang berkompeten di Laut Tiongkok Selatan, namun
hal ini tidak menghilangkan kewajiban negara-negara untuk membuat
laporan environmental impact assessment. Selain itu pulau buatan yang
dibangun oleh Tiongkok ini hanya memenuhi beberapa karakteristik dari
sebuah pulau, serta pulau buatan ini pada mulanya merupakan karang yang
berada di bawah permukaan air pada waktu air pasang. Seharusnya reklamasi
dilakukan bukan di karang yang berada di bawah permukaan air pada waktu
air pasang namun di karang yang keseluruhannya berada di atas permukaan
air pada waktu air pasang, namun dengan tambahan harus ada environmental
impact assessment untuk menganalisa dampak yang kemungkinan akan
adanya pencemaran atau kerusakan yang signifikan yang akan muncul dari

aktivitas tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka ada beberapa saran
yang dapat diajukan, bahwa seharusnya UNCLOS 1982 ini perlu dilengkapi
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dengan protokol atau pedoman mengenai environmental impact assessment
ditentukan dalam Pasal 206 UNCLOS yang mencantumkan beberapa elemen
penting seperti: metode dan kriteria untuk menentukan apakah rencana
kegiatan merupakan subjek environmental impact assessment, mekanisme
mengenai notifikasi dan pertukaran informasi antara para pihak, mekanisme
mengenai partisipasi publik dalam mempersiapkan laporan environmental
impact assessment, konten tertentu yang diperlukan untuk dokumentasi
environmental impact assessment, kerangka untuk konsultasi antar negara,
mekanisme mengenai penyelesaian sengketa dan peran lembaga internasional
yang bersifat regional dalam proses dokumentasi environmental impact

assessment di laut.

Saat ini negara-negara dapat dengan bebas membuat environmental
impact assessment sesuai dengan hukum nasionalnya, namun sayangnya
semua negara memiliki elemen yang berbeda dalam environmental impact
assessment masing-masing negara. Adanya perbedaan elemen dalam masing-
masing environmental impact assessment membuat pengecekan standar
environmental impact assessment menjadi sulit. Oleh karena itu, dengan
adanya pedoman untuk environmental impact assessment untuk semua
aktivitas yang dilakukan di laut berarti akan lebih mudah untuk
memeriksanya. Untuk ke depannya sebaiknya dibentuk organisasi
internasional yang berkompeten oleh negara-negara di Laut Tiongkok
Selatan, organisasi internasional ini akan memiliki tugasnya yaitu khusus
untuk menangani laporan environmental impact assessment untuk wilayah

regional Laut Tiongkok Selatan.
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